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Abstrak

 Penelitian   ini   merupakan   penelitian  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  terhadap 

pengelolaan APBDes di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat. Jenis data yang digunakan yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak yang terkait dalam 

penelitian yaitu, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, BPD, dan masyarakat desa. Sedangkan

data sekunder berupa struktur oganisasi pemerintah desa, laporan APBDes, laporan realisasi APBDes,

Peraturan Desa  tentang  APBDes,  Peraturan  Kepala  Desa  tentang  Penjabaran  APBDes  serta  bukti 

dokumentasi pelaksanaan APBDes. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mereduksi 

data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan  yang  disesuaikan  dengan  indikator  penelitian  yaitu,

Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa 

Ngentrong sudah sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas dengan tingkat presentase kesesuaian 

yaitu  transparansi  sebesar  75%  dan  akuntabilitas  sebesar  92%,  walaupun  belum  sepenuhnya  sesuai 

dengan indikator penelitian yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan pemerintah

desa belum  tepat  waktu  dalam  hal  perencanaan  rancangan APBDes, tahap  pelaksanaan  dan 

pertanggungjawaban sudah  dilaksanakan dengan  baik  dan sesuai  dengan  peraturan.  Sehingga  perlu 

dilakukan peningkatan secara berkelanjutan terkait dengan pengelolaan APBDes. Adanya keterbatasan 

dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya, terdapat beberapa

faktor  keterbatasan  yaitu  jumlah  informan  atau  narasumber  yang  terbatas,  cakupan  wilayah  objek 

penelitian yang kecil yaitu hanya satu desa, serta periode penelitian pengelolaan APBDes yang hanya 

satu  tahun.  Untuk  pemerintahan  Desa  Ngentrong  agar  dapat  meningkatkan  implementasi  asas 

transparansi dalam pengelolaan APBDes serta masih diperlukannya pembinaan sumber daya manusia

agar lebih memahami tugas-tugas serta tanggungjawab dalam pengelolaan APBDes terutama di bidang 

teknologi informasi.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan

Abstract

  This  research  is  a  qualitative  research  that  aims  to  analyze  the  management  of  APBDes  in 

Ngentrong Village, Campurdarat District. The types of data used are primary data and secondary data.

Primary data were obtained from interviews with parties involved in the research, namely, the Village 

Head, Village Secretary, Head of Finance, BPD, and village communities. While secondary data is in

the form of village government organizational structures, APBDes reports, APBDes realization reports,

Village Regulations on APBDes, Village Head Regulations on Elaboration of APBDes and evidence of 

documentation of APBDes implementation. This research was conducted by collecting data, reducing 

data, presenting data and drawing conclusions that were adjusted to the research indicators, namely,

Permendagri  No.  20  of  2018.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  management  of  APBDes  in 

Ngentrong  Village  is  in  accordance  with  the  principles  of  transparency  and  accountability  with  a 

percentage level of conformity, namely transparency of 75% and accountability of 92%, although it is 

not fully in accordance with research indicators, namely Permendagri No. 20 of 2018. At the planning

stage  the  village  government  has  not  been  on  time  in  terms  of  planning  the  APBDes  draft,  the 

implementation  and  accountability  stages  have  been  carried  out  properly  and  in  accordance  with 

regulations.  So  it  is  necessary  to  make  continuous  improvements  related  to  the  management  of  the 

APBDes. The existence of limitations in this study is expected to be an evaluation material for further 

research,  there  are  several  limiting  factors,  namely  the  limited  number  of  informants  or  resource

persons,  the  scope  of  the  research  object  area  is  small,  which  is  only  one  village,  and  the  research 

period for APBDes management is only one year. For the Ngentrong Village government to be able to 

improve the implementation of the principle of transparency in the management of the APBDes and the 

need for
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human resource development to better understand the duties and responsibilities in the management of 

the APBDes, especially in the field of information technology. 

 

Keywords: Transparency, Accountability, Financial Management 

1. PENDAHULUAN 

Dalam beberapa waktu terakhir bidang ilmu 

akuntansi sektor publik sudah berkembang 

dengan pesat, hal ini menjadikan akuntansi sektor 

publik menjadi sebuah ilmu atau bidang yang 

mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat 

dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. 

Khususnya terhadap praktik akuntansi sektor 

publik itu sendiri oleh lembaga-lembaga yang 

berada di bawah naungan pemerintahan, 

perusahaan milik negara maupun daerah, dan 

berbagai jenis organisasi publik lainnya. 

Sehingga terdapat dorongan yang lebih besar  

oleh masyarakat terhadap lembaga-lembaga 

pemerintahan atau lembaga publik untuk 

diterapkannya pengelolaan yang akuntabilitas 

serta transparan dalam setiap kegiatan yang 

mencakup kepentingan bersama (Mardiasmo, 

2004). 

Berdasarkan kajian tren penindakan semester 

I 2021 yang dirilis oleh Indonesian Corruption 

Watch (ICW), menunjukkan bahwa pada 

semester I tahun 2021 anggaran dana desa 

merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi. 

Negara menanggung kerugian sekitar Rp 

35.718.202.311 (Rp 35, 7 miliar) yang 

ditimbulkan dari kasus korupsi anggaran dana 

desa dengan jumlah kasus sebanyak 55 kasus 

(Anandya et al., 2021). Pada pengelolaan 

anggaran dana desa, kasus korupsi yang terpantau 

oleh ICW tidak hanya terkait pada dana desa saja 

namun juga pada pengelolaan Pendapatan Asli 

Desa (PAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dan 

disepanjang semester I tahun 2021, kasus korupsi 

didominasi pada penyelenggaraan pemerintah 

desa, yaitu sebanyak 62 kasus. Provinsi Jawa 

Timur dan Nusa Tenggara Timur merupakan 

provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di 

semester I tahun 2021. Jawa Timur dengan total 

jumlah kasus sebanyak 17 kasus atau sekitar 8% 

dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 

Terdapat 106 target kasus korupsi dari 79 Kantor 

Kepolisian dan Kejaksaan yang ditangani oleh 

APH (Aparat Penegak Hukum) di Jawa Timur 

sepanjang semester I tahun 2021 ini. Namun, 

pada realisasinya APH (Aparat Penegak Hukum) 

hanya menangani sebanyak 17 kasus korupsi 

yang ditemukan. Dari adanya temuan tersebut 

dapat diartikan bahwa di provinsi Jawa Timur  

 

 

 

kinerja institut penegak hukum untuk penindakan 

kasus korupsi masih sangat buruk dan belum 

optimal (Anandya et al., 2021). 

Menurut Roy Salam selaku Direktur 

Eksekutif Indonesia Budget Centre (IBC) pada 

wawancara tanggal 5 Oktober 2020, maraknya 

korupsi di tingkat pemerintahan desa terjadi 

karena masih adanya masalah dalam tata kelola 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) di setiap desa, dimana pengelolaan 

APBDes dinilai masih jauh dari harapan. Kurang 

optimalnya pengelolaan APBDes ini dikarenakan 

dalam pengelolaan anggaran dana desa saat ini 

belum mencerminkan pengelolaan yang 

akuntabel, transparan dan partisipatif. Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 

satunya yaitu bahwa dari masyarakat desa sendiri 

belum terdapat rasa kepemilikan terhadap 

APBDes. Sehingga masyarakat masih belum 

aktif dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan 

anggaran desa mereka (desapedia.id, 2020).  

Maka dari itu, dalam rangka untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

maka harus ada komitmen dari pemerintah desa 

untuk selalu melibatkan masyarakat dalam 

pengelolaan anggaran, memberikan tempat bagi 

masyarakat untuk menyatakan aspirasinya, serta 

pemerintah harus menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban yang sesuai kepada 

masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Serta dalam pengelolaan 

keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran (JDIH BPK 

RI, 2018). 

Menurut Sumpeno (2011), Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu 

sebuah rencana keuangan desa untuk jangka 

waktu satu tahun yang didalamnya mengandung 

prakiraan terkait sumber pendapatan desa dan 

belanja desa, dimana rancangan keuangan desa 

kemudian ditetapkan dan dilaksanakan 

berdasarkan peraturan desa yang berlaku dalam 

rangka mendukung program pembangunan desa. 

Adanya asas transparansi dan akuntabilitas harus 

diterapkan dalam setiap tahap pengelolaan 
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APBDes. Menurut Sukasmanto (2004), 

transparansi merupakan asas yang berkaitan 

dengan keterbukaan oleh pemerintahan desa 

kepada masyarakat tentang program-program 

atau kebijakan yang sudah ditetapkan untuk 

pembangungan desa setempat. Sedangkan 

akuntabilitas merupakan asas yang berkaitan 

dengan komitmen atau bentuk kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa (Sumpeno, 

2011) . 

Di Desa Ngentrong Kecamatan Campurdarat 

Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur saat ini 

sudah menerapkan bentuk transparansinya 

melalui adanya baliho tentang APBDes tahun 

bersangkutan yang dipasang di Depan Kantor 

Desa. Namun, melalui wawancara yang 

dilakukan dengan Sekretaris Desa diperoleh 

informasi bahwa dari segi perencanaan APBDes 

masih ada ketidaksesuaian dengan Permendagri 

No. 20 Tahun 2018, yaitu terkait dengan pasal 34 

ayat (1), bahwa Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDes sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa 

Kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau 

sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati 

untuk dievaluasi. Rancangan peraturan desa 

tentang APBDes disepakati bersama paling 

lambat bulan Oktober. Sedangkan berdasarkan 

keterangan Sekretaris Desa di Desa Ngentrong 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Desa 

Ngentrong disampaikan ke kecamatan untuk 

dievaluasi dan diverifikasi di bulan Desember.  

Berdalsalrkaln uralialn tersebut, penelitialn ini 

membalhals tentalng tralnspalralnsi daln 

alkuntalbilitals dallalm pengelolalaln AlPBDes 

berdalsalrkaln Permendalgri No. 20 Talhun 2018, 

dengaln rumusaln malsallalh yalitu: 

1. Balgalimalnal peneralpaln tralnspalralnsi paldal 

pengelolalaln AlPBDes di Desal Ngentrong 

sesuali Permendalgri No. 20 Talhun 2018? 

2. Balgalimalnal peneralpaln alkuntalbilitals 

paldal talhalp perencalnalaln, pelalksalnalaln 

daln pertalnggungjalwalbaln di Desal 

Ngentrong sesuali Permendalgri No. 20 

Talhun 2018? 

Tujualn dilalkukalnnyal penelitialn ini aldallalh 

untuk mengalnallisis peneralpaln tralnspalralnsi daln 

alkuntalbilitals dallalm pengelolalaln AlPBDes sesuali 

Permendalgri No. 20 Talhun 2018. Penelitialn 

terkalit pengelolalaln AlPBDes ini berfokus paldal 

talhalp pengelolalaln perencalnalaln, pelalksalnalaln, 

daln pertalnggungjalwalbaln. Penelitialn ini 

mengalmbil studi kalsus paldal pemerintalh Desal 

Ngentrong Kecalmaltaln Calmpurdalralt Kalbupalten 

Tulungalgung. 

 

2. TELAlAlH  LITERAlTUR 

Tralnspalralnsi  

Menurut United Naltion Development 

Progralm (UNDP) tralnspalralnsi merupalkaln sualtu 

prinsip yalng dilalndalsi dengaln mendalhulukaln 

kepentingaln publik untuk dalpalt memperoleh 

informalsi yalng dibutuhkaln dengaln alkses seluals-

lualsnyal daln terbukal untuk publik (Mardiasmo, 

2004). Menurut Adianto transparansi merupakan 

suatu prinsip yang menciptakan kepercayaan 

timbal balik antara sekelompok masyarakat 

dengan pemerintah melalui sarana penyediaan 

informasi secara akurat dan memadai (Sangki et 

al., 2017). Sedangkan berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 Tahun 2012 

transparansi merupakan sebuah layanan akses 

kepada setiap orang untuk dapat memperoleh 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dari proses penyusunan kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta 

pengendalian (Perda Kabupaten Mamuju No. 3, 

2012). Menurut Arifin Tahir transparansi 

bukanlah hal yang baru dalam konsep sistem 

kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini 

dilandaskan pada saat setiap program kegiatan 

dikomunikasikan dengan melibatkan seluruh 

stakeholder yang ada serta konsisten 

melaksanakannya secara terbuka dan 

membangun kohesivitas antara pemimpin dan 

bawahan serta terbuka untuk masukan-masukan 

sebagai bentuk partisipasi publik, maka 

sebenarnya prinsip transparansi telah 

diimplementasikan dengan baik (Tahir, 2014). 

Sehinggal dengaln aldalnyal prinsip 

tralnspalralnsi dihalralpkaln dalpalt menjalmin aldalnyal 

keterbukalaln alkses altalu kebebalsaln balgi setialp 

oralng altalu pihalk yalng berkepentingaln untuk 

memperoleh informalsi seluals-lualsnyal terkalit 

dengaln pengelolalaln sualtu lembalgal altalupun 

peroralngaln.  

 

Tralnspalralnsi Pengelolalaln Keualngaln Desal 

Pengelolalaln yalng tralnspalraln beralrti 

terdalpalt alkses balgi malsyalralkalt untuk dalpalt 

mengetalhui daln memperoleh informalsi terkalit 

dengaln pengelolalaln yalng aldal. Tralnspalralnsi 

beralrti pemerintalh desal dallalm penyelenggalralaln 

pemerintalhaln desal alkaln membukal diri kepaldal 

malsyalralkalt altals halk merekal untuk mengetalhui 

daln memperoleh informalsi dengaln benalr daln 

tidalk aldalnyal unsur diskriminaltif, sertal tetalp 

memperhaltikaln ketentualn peralturaln yalng aldal 
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(Hadi, 2020). Prinsip transparansi dalam 

pengelolaan APBDes menjamin adanya 

keterbukaan informasi yang mudah dipahami 

oleh masyarakat dengan disediakan informasi 

terkait detail keuangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa dengan sistem pelaporan secara 

berkala (Sangki et al., 2017). Dengaln aldalnyal 

tralnspalralnsi dallalm pengelolalaln keualngaln 

dihalralpkaln malmpu mendukung progralm 

pembalngunaln desal yalng lebih balik, dimalnal 

malsyalralkalt daln pemerintalh dalpalt bersinergi 

untuk menjaldikaln desal lebih berkembalng daln 

malndiri sertal menciptalkaln malsyalralkalt yalng 

sejalhteral daln palrtisipaltif. Berdalsalrkaln 

Permendalgri No. 20 Talhun 2018 Tentalng 

Pengelolalaln Keualngaln Desal, paldal pengelolalaln 

keualngaln desal sudalh dikaltalkaln tralnspalraln jikal 

sudalh sesuali dengaln ketentualn dalri peralrturaln 

yalng aldal, yalitu paldal Balb IV-Pengelolalaln 

sebalgali berikut: 

Palsall 39 

1) Kepallal Desal menyalmpalikaln informalsi 

mengenali AlPBDesal kepaldal malsyalralkalt 

melallui medial informalsi. 

2) Informalsi sebalgalimalnal dimalksud paldal 

alyalt (1) palling sedikit memualt: 

a. AlPB Desal; 

b. Pelalksalnal kegialtaln alnggalraln daln 

tim yalng melalksalnalkaln kegialtaln; 

daln 

c. Allalmalt pengaldualn. 

Palsall 72 

1) Lalporaln pelalksalnalaln AlPBDesal daln 

lalporaln pertalnggungjalwalbaln reallisalsi 

AlPBDesal diinformalsikaln kepaldal 

malsyalralkalt melallui medial informalsi. 

2) Informalsi sebalgalimalnal dimalksud paldal 

alyalt (1) palling sedikit memualt: 

a. Lalporaln reallisalsi AlPB Desal; 

b. Lalporaln reallisalsi kegialtaln; 

c. Kegialtaln yalng belum selesali 

daln/altalu tidalk terlalksalnal; 

d. Sisal alnggalraln; daln  

e. Allalmalt pengaldualn. 

 

Alkuntalbilitals 

Menurut UNDP alkuntalbilitals merupalkaln 

sualtu bentuk dalri prinsip pertalnggungjalwalbaln 

dalri pemerintalh kepaldal malyalralkalt altalu publik 

altals setialp alktivitals, progralm, daln kegialtaln yalng 

dilalkukaln dallalm ralngkal kepentingaln publik 

(Mardiasmo, 2004). Sedangkan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 3 

Tahun 2012 akuntabilitas merupakan sebuah 

pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan 

fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang harus dilakukan dengan mendayagunakan 

secara optimal sumberdaya dan potensi yang 

tersedia di suatu wilayah secara benar dan hasil 

yang terukur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Perda Kabupaten Mamuju 

No. 3, 2012). Dalam rangka mewujudkan 

organisasi sektor publik yang akuntabel, maka 

dalam mekanisme pelaksanaanya akuntabilitas 

harus mengandung dimensi: 

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum 

(accountability for probity and legality). 

Akuntabilitas hukum terkait dengan 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang diterapkan. 

2. Akuntabilitas proses (process 

accountability). Akuntabilitas proses ini 

berkaitan dengan: Apakah prosedur yang 

digunakan dalam melaksanakan tugas 

sudah cukup baik dalam hal ketersediaan 

sistem informasi akuntansi, sistem 

informasi manajemen dan prosedur 

administrasi? Akuntabilitas ini diartikan 

melalui pemberian pelayanan publik 

yang cepat, responsif dan murah. 

Pengawasan dan pemeriksaan 

akuntabilitas proses dilakukan demi 

upaya menghindari terjadinya kolusi, 

korupsi dan nepotisme. 

3. Akuntabilitas program (program 

accountability). Akuntabilitas dapat 

memberikan pertimbangan terkait 

apakah tujuan yang telah ditetapkan 

dapat tercapai, serta apakah ada alternatif 

dari program lain yang memungkinkan 

untuk memberikan hasil maksimal 

dengan biaya minimal. 

4. Akuntabilitas kebijakan (policy 

accountability). Akuntabilitas ini 

memiliki keterkaitan yang erat dengan 

pertanggungjawaban pemerintah atas 

kebijakan yang diambil atas DPR 

(Dewan Perwakilan Rakyat)/DPRD 

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan 

masyarakat luas (Kusumasari et al., 

2015). 

Sehinggal aldalnyal prinsip alkuntalbilitals 

dalpalt menjalmin balhwal setialp kegialtaln yalng 

dilalkukaln oleh sualtu lembalgal altalu peroralngaln 

alkaln dipertalnggungjalwalbkaln kepaldal 

malsyalralkalt altalu publik. 

 

Alkuntalbilitals Pengelolalaln Keualngaln Desal 

Pengelolalaln yalng alkuntalbel beralrti 

pemerintalh desal memiliki kesaldalraln untuk dalpalt 
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mempertalnggungjalwalbkaln kepaldal malsyalralkalt 

altals setialp kegialtaln malupun alktivitals 

pengendallialn sumber dalyal yalng aldal di desal sertal 

dalpalt melalksalnalkaln dengaln balik kebijalkaln-

kebijalkaln yalng telalh dialmalnalhkaln untuk 

mencalpali tujualn yalng sudalh ditetalpkaln. 

Alkuntalbilitals aldallalh sebualh penentu alpalkalh 

setialp kegialtaln daln halsil alkhir dalri sualtu 

kegialtaln terkalit penyelenggalralaln pemerintalhaln 

desal sudalh dipertalnggungjalwalbkaln dengaln balik 

altalu belum kepaldal malsyalralkalt desal menurut 

peralturaln yalng aldal (Haldi, 2020: 3). Menurut 

Irma Nur Afni, pentingnya akuntabilitas dalam 

pengelolaa keuangan desa karena indikator 

akuntabilitas digunakan untuk bahan evaluasi 

proses keefektifan dari pejabat publik atau badan 

publik yang akan memastikan bahwa mereka 

telah memberikan potensi maksimal, telah 

memberikan nilai sejumlah uang seperti dalam 

ketentuan pelayanan publik yang berlaku, serta 

menanamkan rasa kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah (Afni, 2017). 

Alkuntalbilitals merupalkaln sualtu kehalrusaln 

balgi lembalgal publik altalu pemerintalhaln dallalm 

menjallalnkaln setialp alktivitals altalu kegialtaln yalng 

berkalitaln dengaln kepentingaln publik, sehinggal 

setialp kebijalkaln publik daln setialp progralm yalng 

dijallalnkaln pemerintalh dalpalt tersallurkaln dengaln 

balik. Berdalsalrkaln Permendalgri No. 20 Talhun 

2018, dallalm pengelolalaln keualngaln desal dalpalt 

dikaltalkaln alkuntalbel alpalbilal sudalh sesuali 

dengaln indikaltor peralturaln yalng aldal, yalitu 

sebalgali berikut: 

a. Alkuntalbilitals Perencalnalaln AlPBDes, dallalm 

Balb IV-Pengelolalaln balgialn pertalmal 

perencalnalaln sebalgali berikut: 

Palsall 32 

1) Sekretalris Desal menyalmpalikaln 

Ralncalngaln Peralturaln Desal tentalng 

AlPB Desal kepaldal Kepallal Desal. 

2) Ralncalngaln Peralturaln Desal tentalng 

AlPB Desal sebalga limalnal dimalksud paldal 

alyalt (1) disalmpalikaln Kepallal Desal 

kepaldal BPD untuk dibalhals daln 

disepalkalti bersalmal dallalm musyalwalralh 

BPD. 

3) Ralncalngaln Peralturaln Desal tentalng 

AlPB Desal sebalga limalnal dimalksud paldal 

alyalt (2) disepalkalti bersalmal palling 

lalmbalt bulaln Oktober talhun berjallaln. 

Palsall 33 

1) Altals dalsalr kesepalkaltaln bersalmal 

Kepallal Desal daln BPD sebalgalimalnal 

dimalksud dallalm palsall 32 alyalt (3), 

Kepallal Desal menyialpkaln Ralncalngaln 

Peralturaln Kepallal Desal mengenali 

penjalbalraln AlPB Desal. 

2) Sekretalris Desal mengoordinalsikaln 

penyusunaln ralncalngaln Peralturaln 

Kepallal Desal sebalgalimalnal dimalksud 

paldal alyalt (1). 

b. Alkuntalbilitals pelalksalnalaln AlPBDes, dallalm 

Balb IV-Pengelolalaln balgialn kedual 

pelalksalnalaln yalitu sebalgali berikut: 

Palsall 43 

1) Pelalksalnalaln pengelolalaln keualngaln 

desal merupalkaln penerimalaln daln 

pengelualraln desal yalng dilalksalnalkaln 

melallui rekening kals desal paldal balnk 

yalng ditunjuk Bupalti/Walli Kotal. 

2) Rekening kals desal sebalgalimalnal 

dimalksud paldal alyalt (1) dibualt oleh 

Pemerintalh Desal dengaln spesimen 

talndal talngaln Kepallal Desal daln Kalur 

Keualngaln. 

3) Desal yalng belum memiliki pelalyalnaln 

perbalnkaln di wilalyalhnyal, rekening kals 

desal dibukal di wilalyalh terdekalt yalng 

dibualt oleh pemerintalh desal dengaln 

spesimen talndal talngaln Kepallal Desal 

daln Kalur Keualngaln. 

Palsall 45 

1) Kepallal Desal menugalskaln Kalur daln 

Kalsi pelalksalnal kegialtaln alnggalraln 

sesuali tugalsnyal menyusun DPAl palling 

lalmal 3 halri kerjal. 

2) DPAl sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 

(1) terdiri altals: 

a. Rencalnal Kegialtaln daln Alnggalraln 

Desal; 

b. Rencalnal Kerjal Kegialtaln Desal; daln 

c. Rencalnal Alnggalraln Bialyal. 

c. Alkuntalbilitals pertalnggungjalwalbaln 

AlPBDes, dallalm Balb IV-Pengelolalaln 

balgialn kelimal pertalnggungjalwalbaln palsall 

70 yalitusebalgali berikut: 

1) Kepallal Desal menyalmpalikaln lalporaln 

pertalnggungjalwalbaln reallisalsi AlPB 

Desal kepaldal Bupalti/Walli Kotal melallui 

calmalt setialp alkhir talhun alnggalraln. 

2) Lalporaln pertalnggungjalwalbaln 

sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt (1) 

disalmpalikaln palling lalmbalt 3 bulaln 

setelalh alkhir talhun alnggalraln berkenalaln 

yalng ditetalpkaln dengaln Peralturaln 

Desal. 

3) Peralturaln Desal sebalgalimalnal dimalksud 

paldal alyalt (2) disertali dengaln: 

a. Lalporaln keualngaln, terdiri altals: 
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- Lalporaln reallisalsi AlPB Desal, 

daln 

- Caltaltaln altals lalporaln keualngaln. 

b. Lalporaln reallisalsi kegialtaln, daln 

c. Dalftalr progralm sektorall, progralm 

daleralh daln progralm lalinnyal yalng 

malsuk ke desal. 

 

Pengelolalaln Keualngaln Desal 

Alnggalraln Pendalpaltaln daln Belalnjal Desal 

terdiri dalri sumber pendalpaltaln daln belalnjal desal, 

balik untuk pengelualraln rutin daln jugal 

pengelualraln untuk pembalngunaln desal. 

Pengelolalaln keualngaln desal bialsalnnyal dikelolal 

oleh bendalhalralwaln desal, Bendalhalral Desal 

dialngkalt oleh Kepallal Desal setelalh mendalpaltkaln 

persetujualn dalri BPD. Pengelolalaln keualngaln 

desal yalitu meliputi perhitungaln alnggalraln, 

penyusunaln alnggalraln, daln pelalksalnalaln taltal 

usalhal keualngaln. Daln dallalm pengelolalaln 

keualngaln desal, Kepallal Desal halrus dalpalt 

bertalnggungjalwalb terhaldalp pengelolalaln 

keualngaln desal kemudialn melalporkalnnyal 

kepaldal BPD untuk setialp talhun alnggalraln, palling 

lalmbalt tigal bulaln setelalh alkhir talhun alnggalraln 

(Sumpeno, 2011). Berdalsalrkaln Permendalgri No. 

20 Talhun 2018 tentalng Pengelolalaln Keualngaln 

Desal pengertialn pengelolalaln keualngaln desal 

aldallalh keseluruhaln kegialtaln yalng meliputi 

perencalnalaln, pelalksalnalaln, penaltalusalhalaln, 

pelalporaln daln pertalnggungjalwalbaln keualngaln 

desal (JDIH BPK RI, 2018). Dalri pengelolalaln 

keualngaln desal yalng balik alkaln mewujudkaln 

sistem pemerintalhaln yalng balik jugal, yalitu sistem 

pemerintalhaln yalng tralnspalraln, alkuntalbel daln 

palrtisipaltif. 

 

Alnggalraln Pendalpaltaln daln Belalnjal Desal 

(AlPBDes) 

Berdalsalrkaln Permendalgri No. 20 Talhun 

2018 menyebutkaln balhwal Alnggalraln 

Pendalpaltaln daln Belalnjal Desal (AlPBDes) aldallalh 

rencalnal keualngaln talhunaln pemerintalhaln desal 

(JDIH BPK RI, 2018). Menurut Sahriza, AlPBDes 

merupalkaln sualtu rencalnal keualngaln desal untuk 

jalngkal walktu saltu talhun yalng telalh dibalhals daln 

disetujui oleh BPD kemudialn ditetalpkaln dengaln 

peralturaln desa (Sahriza, 2017)l. Dalri definisi 

AlPBDes dialtals, dalpalt disimpulkaln balhwal 

AlPBDes merupalkaln sebualh rencalnal keualngaln 

untuk periode saltu talhun yalng berisikaln 

pralkiralaln sumber penerimalaln daln pengelualralaln 

desal, yalng disusun oleh pemerintalh desal lallu 

dibalhals daln disepalkalti bersalmal melallui 

musyalwalralh dengaln persetujualn Baldaln 

Permusyalwalraltaln Desal (BPD) dallalm ralngkal 

pembalngunaln desal daln pemberdalyalaln 

malsyalralkalt desal. 

 

Penelitialn Terdalhulu 

1. Alstuti, dkk., (2021), dengaln judul: 

Tralnspalralnsi daln Alkuntalbilitals tentalng 

Tralnspalralnsi daln Alkuntalbilitals Pengelolalaln 

Dalnal Desal dallalm Pencalpalialn Good 

Governalnce (Studi Kalsus Desal Cepogo, 

Kalbupalten Boyolalli). Halsil penelitialn 

menunjukkaln balhwal pengelolalaln sudalh 

alkuntalbel daln tralnspalraln dalri talhalp 

perencalnalaln daln pelalksalnalaln progralm dalnal 

desal. Terdalpalt aldalnyal persalmalaln dalri 

penelitialn tersebut dengaln penelitialn ini yalitu, 

melalkukaln penelitialn terkalit pengelolalaln 

keualngaln desal dengaln alsals tralnspalralnsi daln 

alkuntalbilitals (Astuti et al., 2021). 

2. Ralmaldalnis daln Alhyalruddin (2019), dengaln 

judul: Alkuntalbilitals daln Tralnspalralnsi 

Pengelolalaln Alnggalraln Pendalpaltaln daln 

Belalnjal Desal (AlPBDes). Halsil penelitialn 

menunjukkaln balhwal sudalh diteralpkaln 

prinsip alkuntalbilitals daln talrnspalralnsi paldal 

pemerintalh di Desal Nalgalri Palkaln Ralbalal 

Utalral, meskipun malsih aldal beberalpal 

indikaltor yalng belum diteralpkaln oleh 

pemerintalh desal. Terdalpalt aldalnyal persalmalaln 

dalri penelitialn tersebut dengaln penelitialn ini 

yalitu, melalkukaln penelitialn terkalit dengaln 

pengelolalaln AlPBDes berdalsalrkaln peralturaln 

yalng sudalh ditetalpkaln (Ramadanis & 

Ahyaruddin, 2019). 

3. Wigunal daln Dwilinggal (2020), dengaln judul: 

Alkuntalbilitals Pengelolalaln Keualngaln Desal. 

Halsil penelitialn menunjukkaln balhwal belum 

diteralpkalnnyal alkuntalbilitals pengelolalaln 

keualngaln desal yalng balik, hall ini dikalrenalkaln 

keterlalmbaltaln paldal talhalp pelalksalnalaln yalng 

kemudialn jugal mempengalruhi talhalp 

selalnjutnyal yalitu talhalp penaltalusalhalaln, 

pelalporaln daln talhalp pertalnggungjalwalbaln. 

Falktor lalin yalng menyebalbkaln belum 

optimallnyal alkuntalbilitals aldallalh keterbaltalsaln 

kemalmpualn daln pengetalhualn sumber dalyal 

alpalraltur desal. Terdalpalt aldalnyal persalmalaln 

dalri penelitialn tersebut dengaln penelitialn ini 

yalitu, melalkukaln penelitialn paldal 

pengelolalaln keualngaln desal paldal talhalp 

pelalksalnalaln daln pertalnggungjalwalbaln 

(Wiguna & Dwilingga, 2020). 

4. Malmualyal, dkk., (2017), dengaln judul: 

Alnallisis Pengelolalaln Keualngaln Desal 

Berdalsalrkaln Permendalgri No. 113 Talhun 
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2014 (Studi Kalsus di Desal Aldow Kecalmaltaln 

Pinolosialn Tengalh Kalbupalten Bolalalng 

Mongondow Selaltaln). Halsil penelitialn 

menunjukkaln balhwal dallalm pengelolalaln 

keualngaln desal di Desal Aldow belum 

menggunalkaln Permendalgri No. 113 Talhun 

2004 Tentalng Pengelolalaln Keualngaln Desal, 

hall ini dikalrenalkaln kuralngnyal pemalhalmaln 

sumber dalyal alpalraltur desal setempalt terkalit 

dengaln ketentualn-ketentualn peralturaln yalng 

berlalku salalt ini. Nalmun paldal kegialtaln 

penaltalusalhalaln secalral galris besalr sudalh 

berjallaln dengaln balik, jugal paldal pelalporaln 

kegialtaln sudalh balik wallalupun belum 

sepenuhnyal sesuali dengaln peralturaln yalng 

aldal, dallalm kegialtaln pertalnggungjalwalbaln 

lalngsung kepaldal malsyalralkalt di Desal Aldow 

jugal malsih belum sesuali. Terdalpalt aldalnyal 

persalmalaln dalri penelitialn tersebut dengaln 

penelitialn ini yalitu, penelitialn dilalkukaln 

untuk mengalnallisis pengelolalaln keualngaln 

desal dengaln peralrturaln yalng alda (Mamuaya 

et al., 2017)l. 

5. Salputral, dkk., (2021), dengaln judul: 

Alkuntalbilitals dallalm Pengelolalaln Alnggalraln 

Pendalpaltaln daln Belalnjal Desal (AlPBDes) di 

Desal Dengkol (Studi Kalsus paldal Desal 

Dengkol Kecalmaltaln Singosalri Kalbupalten 

Mallalng). Halsil penelitialn menunjukkaln 

balhwal pengelolalaln AlPBDes di Desal Dengkol 

sudalh meneralpkaln prinsip alkuntalbilitals. Balik 

dalri segi perencalnalaln, pelalksalnalaln malupun 

pertalnggungjalwalbalnnyal sudalh alkuntalbel, 

tralnspalraln daln palrtisipaltif. Terdalpalt aldalnyal 

persalmalaln dalri penelitialn tersebut dengaln 

penelitialn ini yalitu, melalkukaln penelitialn 

untuk mengetalhui peneralpaln alkuntalbilitals 

dallalm pengelolalaln AlPBDes (Saputra et al., 

2021). 

 

3. METODE PENELITIAlN 

Jenis Penelitialn 
Jenis penelitialn ini aldallalh penelitialn 

kuallitaltif dengaln menggunalkaln pendekaltaln studi 

kalsus. Penelitialn kuallitaltif merupalkaln penelitialn 

yalng menghalsilkaln daltal-daltal non-alngkal yalitu 

berupal galmbalr malupun kaltal-kaltal, paldal 

penelitia ln kuallitaltif daltal yalng diperoleh alkaln 

dialnallisis lallu dideskripsikaln dallalm bentuk 

nalraltif algalr dalpalt dipalhalmi oleh oralng lalin 

dengaln mudalh (Sugiyono, 2018). Studi kalsus 

merupalkaln sualtu metode penelitialn yalng 

dilalkukaln melallui pemeriksalaln longitudinall altalu 

membalndingkaln perubalhaln dalri subjek 

penelitia ln dengaln sualtu kejaldialn altalu kealdalaln 

secalral mendallalm daln menggunalkaln calral yalng 

sistemaltis untuk melalkukaln pengalmaltaln 

lalpalngaln, pengumpulaln daltal-daltal, mengalnallisis 

informalsi daln melalporkaln halsil pengalmaltaln 

(Flyvbjerg, 2006). 

 

Objek Penelitialn 

Objek paldal penelitialn ini aldallalh 

pemerintalhaln Desal Ngentrong Kecalmaltaln 

Calmpurdalralt Kalbupalten Tulungalgung. 

 

Jenis Daltal 

Jenis daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn 

ini aldalla lh daltal primer daln daltal sekunder. Daltal 

primer yalitu daltal yalng didalpaltkaln lalngsung dalri 

sumber daltal yalng diteliti talnpal menggunalkaln 

aldalnyal peralntalral. Sedalngkaln daltal sekunder 

yalitu daltal yalng didalpaltkaln secalral tidalk 

lalngsung dalri sumber daltal, misallnyal melallui 

aldalnyal peralntalral altalu didalpaltkaln melallui 

dokumen-dokumen yalng terkalit (Sugiyono, 

2018). 

Dallalm penelitialn ini daltal primer diperoleh 

dalri halsil observalsi daln walwalncalral lalngsung 

kepaldal pihalk yalng berkewenalngaln dallalm 

pengelolalaln AlPBDes di Desal Ngentrong. 

Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, 

Sekretaris Desa, BPD Desa Ngentrong, Kaur 

Keuangan, serta masyarakat desar. Sedalngkaln 

daltal sekunder paldal penelitialn ini diperoleh dalri 

dokumen-dokumen terkalit dalri pemerintalh desal 

talhun alnggalraln 2021, yaitu APBDes tahun 2021, 

laporan realisasi APBDes tahun 2021, Peraturan 

Desa tentang APBDes, Peraturan Kepala Desa 

tentang Penjabaran APBDes serta bukti-bukti 

dokumentasi pelaksanaan APBDes. 

 

Teknik Alnallisis Daltal 

Alnallisis daltal merupalkaln sebualh proses 

untuk mendalpaltkaln daln menyusun daltal-daltal 

yalng dilalkukaln secalral sistemaltis, dallalm proses 

mendalpaltkaln daltal yalng diinginkaln dalpalt 

diperoleh melallui walwalncalral, dokumentalsi sertal 

membualt caltaltaln lalpalngaln, kemudialn 

mengorgalnisalsikaln daltal-daltal yalng aldal ke dallalm 

kaltegori, selalnjutnyal dijalbalrkalm ke dallalm unit-

unit untuk dilalkukaln sintesal, lallu menyusunnyal 

dallalm sebualh polal untuk memilih daltal yalng 

penting daln daltal yalng alkaln dipelaljalri, daln 

teralkhir membualt kesimpulaln dalri daltal-daltal 

yalng aldal algalr mudalh dipalhalmi oleh diri sendiri 

malupun oralng lalin (Sugiyono, 2018). 

Dallalm penelitialn ini alnallisis daltal yalng 

digunalkaln yalitu teknik alnallisis daltal 
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menggunalkaln teori Miles daln Hubermaln dengaln 

talhalpaln sebalgali berikut: 

1. Daltal collection (Pengumpulaln Daltal) 

Pengumpulaln daltal paldal penelitialn ini 

diperoleh dalri halsil walwalncalral, observalsi 

lalpalngaln daln dokumentalsi paldal 

pemerintalhaln Desal Ngentrong Kecalmaltaln 

Calmpuraldalralt. 

2. Daltal  reduction (Reduksi Daltal) 

Reduksi daltal dilalkukaln dengaln 

mengelompokkaln daltal-daltal yalng telalh 

dikumpulkaln, lallu memilih, memusaltkaln 

daln menyederhalnalkaln paldal daltal-daltal 

pokok yalng diperoleh dalri responden di 

lalpalngaln. Dallalm penelitialn ini aldallalh 

pemerintalh daln malsyalralkalt Desal 

Ngentrong. 

3. Daltal displaly (Penyaljialn Daltal) 

Penyaljialn daltal dallalm penelitialn ini 

berupal talbel yalng membalndingkaln daltal 

halsil penelitialn dengaln indikaltor penelitialn 

yalitu Permendalgri No. 20 Talhun 2018 

tentalng Pengelolalaln Keualngaln Desal. 

4. Penalrikaln Kesimpulaln 

Penalrikaln kesimpulaln dalri daltal yalng 

diperoleh dilalkukaln dengaln calral meninjalu 

ulalng di tempalt penelitialn untuk menguji 

kebenalraln daln valliditals temualn yalng aldal di 

lalpalngaln. Kemudialn halsil yalng diperoleh 

diinterpresentalsikaln daln disaljikaln kedallalm 

bentuk nalraltif. 

 

4. HAlSIL PENELITIAlN DAlN 

PEMBAlHAlSAlN 

Halsil Penelitialn 

1. Tralnspalralnsi Pengelolalaln AlPBDes 

Peneralpaln alsals tralnspalralnsi paldal 

pengelolalaln Alnggalraln Pendalpaltaln daln 

Belalnjal Desal memberikaln jalminaln kepaldal 

malsyalralkalt untuk dalpalt mengalkses daln 

memperoleh informalsi terkalit 

penyelenggalralaln pemerintalhaln desal. 

Informalsi tersebut yalitu tentalng kebijalkaln-

kebijalkaln pemerintalh, proses pengelolalaln 

alnggalraln, pelalksalnalalnnyal, sertal halsil-halsil 

yalng telalh dicalpali pemerintalh desal. Di Desal 

Ngentrong telalh meneralpkaln prinsip 

tralnspalralnsi tentalng AlPBDes, hall ini 

dibuktikaln dengaln halsil walwalncalral dengan 

Sekretaris Desa sebagai berikut: 

“Untuk lalporaln reallisalsi bisal dilihalt 

dipalpaln pengumumaln. Itu jugal merupalkaln 

bentuk tralnspalralnsi kalmi kepaldal malsyalralkalt. 

Nalnti untuk balliho yalng aldal di depaln kalntor 

desal jugal alkaln kital rubalh jikal aldal perubalhaln. 

Kalrenal yalng salalt ini dipalsalng itukaln 

AlPBDes alwall, sementalral salalt ini sudalh aldal 

perubalhaln AlPBDes”. (Halsil walwalncalral 

dengaln Sekretalris Desal, paldal talnggall 19 

November 2021). 

Hall ini didukung dengaln pernyaltalaln 

informaln lalinnya yaitu Ketua BPD di Desa 

Ngentrong l, sebalgali berikut: 

“Kallalu menurut salyal pengelolalaln 

AlPBDes di Desal Ngentrong itu sudalh 

tralnspalraln, sebelum musyalwalralh itu kital 

selallu dikalsih brosur yalng isinyal alpal saljal 

yalng alkaln dibalngun daln sekialn alnggalraln 

yalng dibutuhkaln oleh peralngkalt desal lallu 

untuk kemudialn diralpaltkaln bersalmal-salmal. 

Daln di depaln kalntor desal itukaln sudalh aldal 

balnner tentalng AlPBDes”. (Halsil walwalncalral 

dengaln BPD, paldal talnggall 25 Jalnualri 2022). 

Dengaln didukung dalri halsil walwalncalral 

terhaldalp beberalpal informaln dialtals, berikut 

halsil alnallisis yalng dalpalt penulis saljikaln 

melallui talbel di balwalh ini:

 
Talbel 1 

Kesesualialn Alntalral Tralnspalralnsi Pengelolalaln AlPBDes di Desal Ngentrong dengaln Tralnspalralnsi 

Pengelolalaln AlPBDes Berdalsalrkaln Permendalgri No. 20 Talhun 2018 

 

Indikaltor Penelitialn 

 

Halsil Penelitialn 

Keteralngaln 

(S=Sesuali,  

TS=Tidalk Sesuali) 

Kepallal Desal menya lmpalikaln 

informalsi mengenali AlPBDesal 

kepaldal malsya lralkalt melallui medial 

informalsi. 

Kepallal Desal suda lh menyalmpalikaln 

informalsi terkalit AlPBDesal melallui 

musyalwalralh da ln balliho AlPBDes 

yalng beraldal didepaln kalntor desal. 

 

 

S 
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Informalsi sebalgalimalna l dimalksud 

paldal alyalt (1) palling sedikit 

memualt: 

a. AlPB Desal 

b. Pelalksalna l kegialtaln 

alnggalraln daln tim yalng 

melalksalna lkaln kegia ltaln, 

daln 

c. Allalmalt pengaldualn. 

Paldal balliho yalng aldal di Kalntor Desal, 

memualt informalsi berupal: 

a. AlPBDesa l 2021 

b. Pelalksalna l kegialtaln 

c. Allalmalt pengaldualn 

 

 

 

 

 

S 

Lalporaln pelalksa lnalaln AlPBDesal 

daln lalporaln pertalnggungjalwalbaln 

reallisalsi AlPBDesal 

diinformalsikaln kepaldal 

malsyalralka lt melallui medial 

informalsi. 

Lalporaln pelalksa lnala ln AlPBDesal daln 

lalporaln pertalnggungjalwalbaln 

reallisalsi AlPBDesal sudalh 

diinformalsikaln kepaldal malsya lralkalt 

melallui musyalwalralh desal daln palpaln 

pengumumaln. 

 

 

 

S 

Informalsi sebalgalimalna l dimalksud 

paldal alyalt (1) palling sedikit 

memualt: 

a. Lalporaln reallisa lsi AlPB 

Desal 

b. Lalporaln reallisalsi 

kegialtaln 

c. Kegialtaln yalng belum 

selesa li daln/altalu tidalk 

terlalksalnal 

d. Sisal alnggalraln 

e. Allalmalt pengaldualn. 

Dallalm palpaln pengumumaln yalng 

beraldal dikalntor desal, informalsi yalng 

dimualt berupal: 

a. Lalporaln reallisa lsi AlPBDesal 

b. Lalporaln reallisa lsi kegialtaln 

 

 

 

 

 

TS 

Dalri talbel halsil alnallisis kesesualialn 

tralnspalralnsi dallalm pengelolalaln AlPBDes di 

Desal Ngentrong tidalk sepenuhnyal sesuali 

dengaln indikaltor penelitialn, yalitu 

Permendalgri No. 20 Talhun 2020. 

Ketidalksesualialn ini terdalpalt paldal balgialn 

palsall 72 alyalt (2) balhwalsalnnyal dallalm 

lalporaln pertalnggungjalwalbaln yalng 

disalmpalikaln kepaldal malsyalralkalt palling 

sedikit memualt lalporaln reallisalsi AlPBDes, 

lalporaln reallisalsi kegialtaln, lalporaln kegialtaln 

yalng belum selesali daln/altalu tidalk 

terlalksalnal, lalporaln sisal alnggalraln, daln 

alla lmalt pengaldualn, tetalpi di palpaln 

pengumumaln yalng beraldal di Kalntor Desal 

Ngentrong halnyal memualt lalporaln reallisalsi 

AlPBDes daln lalporaln reallisalsi kegialtaln 

untuk talhun 2021.  

 

2. Alkuntalbilitals Perencalnalaln Pengelolalaln 

AlPBDes 

Pengelolalaln keualngaln desal merupalkaln 

sualtu talhalpaln yalng dialwalli dengaln 

perencalnalaln. Perencalnalaln keualngaln desal 

merupalkaln kegialtaln untuk memperkiralkaln 

besalraln penerimalaln daln pengelualraln desal 

dallalm periode saltu talhun alnggalraln untuk 

talhun yalng bersalngkutaln. Bialsalnyal 

perencalnalaln dilalkukaln melallui 

musyalwalralh desal, sehinggal setialp 

kebijalkaln altalu keputusaln dialmbil 

berdalsalrkaln halsil musyalwalralh alntalral 

peralngkalt desal dengaln malsyalralkalt, melallui 

musyalwalralh malsyalralkalt dalpalt 

menyallurkaln alspiralsinyal daln merupalkaln 

medial pembelaljalraln balgi pemerintalh desal 

daln jugal malsyalralkalt untuk meneralpkaln 

alsals alkuntalbilitals sertal palrtisipaltif dallalm 

pengelolalaln keualngaln desal. Alpalbilal 

ditinjalu dalri talhalpaln yalng dilalkukaln 

pemerintalh desal dallalm pengalmbilaln 

keputusaln perencalnalaln penggunalaln 

alnggalraln, dalpalt dikaltalkaln balhwal 

palrtisipalsi malsyalralkalt di Desal Ngentrong 

sudalh balik. Hall ini dibuktikaln dengaln halsil 

walwalncalral dengan Sekretaris Desa sebagai 

berikut: 

“Perencalnalaln itu dimulali dalri 

musyalwalralh dusun, musyalwalralh dusun itu 

raltal-raltal kalmi lalksalnalkaln diminggu 

pertalmal daln minggu kedual bulaln Jalnualri, 

setelalh itu dilalkukaln musyalwalralh desal daln 

murenbalng desal. Bialsalnyal musrenbalng 

desal itu dilalksalnalkaln diminggu ketigal 

salmpali minggu keempalt bulaln Jalnualri. 

Musrenbalng desal itu dihaldiri oleh 

kecalmaltaln jugal, selalin itu kalmi selallu 

melibaltkaln malsyalralkalt mulali dalri 

peralngkalt, BPD, LPM, tokoh malsyalralkalt, 

perwalkilaln perempualn, daln termalsuk bidaln 
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desal”. (Halsil walwalncalral dengaln Sekretalris 

Desal, paldal talnggall 19 November 2021). 

Hall ini didukung oleh pernyaltalaln 

informaln lalinnyal  yaitu Ketua BPD di Desa 

Ngentrong sebalgali berikut: 

“Kallalu Perdes tentalng AlPBDes itu dalri 

Kepallal Desal altalu peralngkalt desal, setelalh 

itu dilalkukaln musyalwalralh bersalmal BPD, 

setelalh itu kital evallualsi dulu untuk 

kemudialn kital setujui bersalmal-salmal. Kalmi 

melibaltkaln tokoh malsyalralkalt, tokoh 

algalmal, RT, RW, tokoh dalri lingkungaln jugal 

dilibaltkaln. Jaldi sebisal mungkin semual kital 

libaltkaln, jaldi dallalm mengalmbil keputusaln 

kalmi tidalk beralni untuk mengalmbil 

keputusaln sendiri, palsti kalmi mendengalr 

pendalpalt dalri malsyalralkalt lalinnyal”. (Halsil 

walwalncalral dengaln BPD, paldal talnggall 25 

Jalnualri 2022). 

Dengaln didukung dalri halsil walwalncalral 

terhaldalp beberalpal informaln di altals, berikut 

halsil alnallisis yalng dalpalt penulis saljikaln 

melallui talbel di balwalh ini: 

 
Talbel 2 

Kesesualialn Alntalral Alkuntalbilitals Perencalnalaln Pengelolalaln AlPBDes  di Desal Ngentrong dengaln 

Alkuntalbilitals Perencalnalaln Pengelolalaln AlPBDes Berdalsalrkaln Permendalgri No. 20 Talhun 2018 

 

Indikaltor Penelitialn 

 

Halsil Penelitialn 

Keteralngaln 

(S=Sesuali,  

TS=Tidalk Sesuali) 

Sekretalris Desal menya lmpalikaln 

Ralncalngaln Peralturaln Desal 

tentalng AlPB Desa l kepaldal Kepallal 

Desal. 

Sekretalris Desal sudalh 

menyalmpalikaln Ralncalnga ln 

Peralturaln Desal tentalng AlPBDes 

kepaldal Kepalla l Desal. 

 

 

S 

Ralncalngaln Peralturaln Desal 

tentalng AlPB Desal sebalga limalnal 

dimalksud paldal a lyalt (1) 

disalmpalikaln Kepalla l Desal kepaldal 

BPD untuk dibalhals daln disepalkalti 

bersalmal dallalm musya lwalralh 

BPD. 

Pemerintalh desal, BPD, besertal 

tokoh-tokoh malsyalralka lt telalh 

melalksalna lkaln musya lwalralh da ln 

membalhals terkalit ralncalnga ln Perdes 

AlPBDes yalng kemudialn disepalkalti 

bersalmal. 

 

 

 

S 

Ralncalngaln Peralturaln Desal 

tentalng AlPB Desal sebalga limalnal 

dimalksud paldal alyalt (2) disepalkalti 

bersalmal palling lalmbalt bulaln 

Oktober talhun berjallaln. 

Paldal talhun 2021 ralncalngaln 

AlPBDes untuk talhun bersalngkuta ln 

dibualt di bulaln November, lallu 

diusulkaln ke kecalmaltaln untuk 

dievallualsi daln diverifikalsi di bulaln 

Desember. 

 

 

 

TS 

Altals dalsalr kesepalkalta ln bersalmal 

Kepallal Desal daln BPD 

sebalga limalnal dimalksud dallalm 

palsall 32 alyalt (3), Kepallal Desal 

menyialpkaln Ralncalngaln 

Peralturaln Kepallal Desal mengenali 

penjalbalraln AlPB Desa l. 

Kepallal Desal dibalntu Sekreta lris 

Desal telalh menyialpkaln Ralncalnga ln 

Peralturaln Kepallal Desal mengenali 

penjalbalraln AlPBDes. 

 

 

 

 

S 

Sekretalris Desal 

mengoordinalsikaln penyusunaln 

ralncalngaln Peralturaln Kepallal Desal 

sebalga limalnal dimalksud paldal alyalt 

(1). 

Sekretalris Desal tela lh 

mengoordinalsikaln penyusuna ln 

ralncalngaln Peralturaln Kepallal Desal 

untuk talhun bersalngkutaln. 

 

 

S 

 

Dalri talbel halsil alnallisis kesesualialn di 

alta ls dalpalt disimpulkaln balhwal alkuntalbilitals 

perencalnalaln dallalm pengelolalaln AlPBDes di 

Desal Ngentrong belum sepenuhnyal sesuali 

dengaln indikaltor penelitialn yalitu 

Permendalgri No. 20 Talhun 2018. 

Ketidalksesualialn ini terdalpalt paldal balgialn 

palsall 32 alyalt (3) balhwalsalnnyal Ralncalngaln 

Peralturaln Desal tentalng AlPBDes disepalkalti 

bersalmal palling lalmbalt bulaln Oktober talhun 

berjallaln, tetalpi di Desal Ngentrong untuk 

talhun 2021 ini ralncalngaln AlPBDes balru 

dibualt di bulaln November daln diusulkaln ke 

kecalmaltaln di bulaln Desember. 
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3. Alkuntalbilitals Pelalksalnalaln Pengelolalaln 

AlPBDes 

Setelalh dilalksalna lkaln musyalwalralh paldal 

talhalp perencalnalaln, malkal berdalsalrkaln halsil 

musrenbalng desal pemerintalh bersalmal 

dengaln BPD kemudialn menyusun RKP 

Desal (Rencalnal Kerjal Pemerintalh) daln 

Ralncalngaln Peralturaln Desal tentalng 

AlPBDes. Berdalsalrka ln AlPBDes yalng telalh 

ditetalpkaln, tim pelalksalnal alkaln menyusun 

RAlB (Rencalnal Alnggalraln Bialyal) daln RPD 

(Rencalnal Penggunalaln Dalnal) terkalit 

penyelenggalralaln pemerintalhaln desal daln 

pemberdalyalaln malsyalralkalt desal. Hall ini 

dibuktikaln dengaln halsil walwalncalral dengan 

Sekretaris Desa sebagai berikut: 

“Di bulaln Februalri kalmi membentuk tim 

penyusun, yalitu tim RKP. Nalnti dallalm 

penyusunaln ini melibaltkaln setialp unsur 

malsyalralkalt, termalsuk bidaln desal daln KPM 

(Kalder Pembalngunaln Malnusial), jaldi di 

bulaln Februalri salmpali dengaln Juni itu kalmi 

menyusun RKP untuk talhun berikutnyal. 

Setelalh itu di bulaln Juli kital melalksalnalkaln 

musyalwalralh lalgi yalng khusus membalhals 

AlPBDes kalrenal musrenbalng itu 

musrenbalng RKP yalng didalnali AlPBDes 

saljal. Kemudialn di bulaln Algustus untuk 

talhun ini kital menetalpkaln Perdes RKP yalng 

disepalkalti daln disetujui oleh BPD”. (Halsil 

Walwalncalral dengaln Sekretalris Desal, paldal 

talnggall 19 November 2021). 

Dallalm pelalksalnalaln pengelolalaln 

AlPBDes dilalksalnalka ln melallui rekening kals 

desal, balgi desal yalng belum memiliki 

lalyalnaln perbalnkaln di desalnyal malkal 

pemerintalh desal dalpalt membualt rekening 

kals desal di wilalyalh terdekalt dengaln 

menggunalkaln spesimen talndaltalngaln dalri 

Kepallal Desal daln Kalur Keualngaln. Di Desal 

Ngentrong pemerintalh desal sudalh 

menggunalkaln rekening kals desal dallalm 

setialp tralnsalksi keualngaln, hall ini 

dibuktikaln dengaln halsil walwalncalral dengan 

Kepala Desa sebagai berikut: 

“Sejalk talhun 2017 kital sudalh mulali 

menggunalkaln rekening kals desal, hall ini 

dilalkukaln kalrenal paldal salalt dilalporkaln nalnti 

semual halrus ballalnce terutalmal di alplikalsi 

Siskeudes”. (Halsil walwalncalral dengaln 

Kepallal Desal, paldal talnggall 25 Jalnualri 

2022). 

Dengaln didukung dalri halsil walwalncalral 

terhaldalp beberalpal informaln di altals, berikut 

halsil alnallisis yalng dalpalt penulis saljikaln 

dallalm talbel di balwalh ini: 

 
Talbel 3 

Kesesualialn Alntalral Alkuntalbilitals Pelalksalnalaln Pengelolalaln AlPBDes di Desal Ngentrong dengaln 

Alkuntalbilitals Pelalksalnalaln Pengelolalaln AlPBDes Berdalsalrkaln Permendalgri No. 20 Talhun 2018  

 

Indikaltor Penelitialn 

 

Halsil Penelitialn 

Keteralngaln 

(S=Sesuali,  

TS=Tidalk Sesuali) 

Pelalksalna laln pengelolalaln 

keualngaln desal merupalkaln 

penerimalaln daln pengelualraln desal 

yalng dilalksalnalkaln melallui 

rekening kals desal palda l balnk yalng 

ditunjuk Bupalti/Walli Kotal. 

Desal Ngentrong sudalh 

melalksalna lkaln setialp penerimalaln 

daln pengelualraln melallui rekening 

kals desal, yalitu melallui Balnk Jaltim 

yalng ditunjuk Bupalti/Walli Kotal. 

 

 

S 

Rekening kals desal seba lgalimalnal 

dimalksud paldal alyalt (1) dibualt 

oleh Pemerintalh Desal dengaln 

spesimen talnda l talngaln Kepallal 

Desal daln Kalur Keualngaln. 

Pemerintalh Desal Ngentrong telalh 

membualt rekening kals desal dengaln 

persetujualn daln ditalnda ltalngalni 

oleh Kepallal Desal sertal Ka lur 

Keualngaln. 

 

 

S 

Desal yalng belum memiliki 

pelalyalnaln perbalnkaln di 

wilalyalhnyal, rekening kals desal 

dibukal di wilalyalh terdekalt yalng 

dibualt oleh pemerintalh desal 

dengaln spesimen talndal talngaln 

Kepallal Desal daln Kalur Keualngaln. 

Desal Ngentrong telalh membukal 

rekening kals desal di wilalyalh 

terdekalt dengaln menyertalkaln 

spesimen talnda l talngaln Kepallal 

Desal daln Kalur Keualngaln. 

 

 

 

S 

Kepallal Desa l menugalskaln Kalur 

daln Kalsi pela lksa lnal kegialtaln 

alnggalraln sesuali tugalsnyal 

menyusun DPAl palling lalmal 3 halri 

kerjal. 

Kepallal Desa l telalh menugalskaln 

Kalur daln Kalsi pelalksalnal kegialtaln 

alnggalraln sesuali dengaln tugalsnyal 

sertal telalh menyusun DPAl secalral 

tepalt walktu. 

 

 

S 
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DPAl sebalgalimalna l dimalksud paldal 

alyalt (1) terdiri altals Rencalnal 

Kegialtaln daln Alnggalraln Desal, 

Rencalna l Kerjal Kegialtaln Desal, 

daln Rencalna l Alnggalraln Bialya l. 

DPAl yalng disusun sudalh meliputi 

Rencalna l Kegialtaln da ln Alnggalraln 

Desal, Rencalnal Kerjal Kegialtaln 

Desal, daln Rencalnal Alnggalraln 

Bialyal. 

 

 

S 

Dalri talble halsil alnallisis kesesualialn di 

alta ls dalpalt disimpulkaln balhwal alkuntalbilitals 

pelalksalnalaln dallalm pengelolalaln AlPBDes di 

Desal Ngentrong sudalh sesuali dengaln 

indikaltor penelitialn yalitu Permendalgri No. 

20 Talhun 2018. 

 

4. Alkuntalbilitals Pertalnggungjalwalbaln 

Pengelolalaln AlPBDes 

Dallalm talhalp pertalnggungjalwalbaln, 

pemerintalh desal sudalh melalksalnalkaln 

pertalnggungjalwalbalnnyal kepaldal 

malsyalralkalt melallui musyalwalralh daln jugal 

melallui medial informalsi yalitu balliho daln 

palpaln pengumumaln yalng terdalpalt di depaln 

kalntor desal. Kemudialn jugal 

pertalnggungjalwalbaln paldal setialp alkhir 

talhun alnggalraln yalng disalmpalikaln kepaldal 

Bupalti/Walli Kotal melallui kecalmaltaln. Hall 

ini dalpalt dibuktikaln dengaln halsil 

walwalncalral dengan Kepala Desa sebagai 

berikut: 

“Untuk lalporaln pertalnggunggjalwalbaln 

yalng disalmpalikaln kealpaldal Bupalti/Walli 

Kotal bialsalnnyal kalmi salmpalikaln di bulaln 

Jalnualri alwall. LPPD (Lalporaln 

Penyelenggalralaln Pemerintalh Daleralh) daln 

LKPJ (Lalporaln Keteralngaln 

Pertalnggungjalwalbaln) besertal lalporaln alkhir 

itu sudalh. Sekallialn kalmi jugal mengirimkaln 

AlPBDes alwall talhun 2022 yalng sudalh 

selesali”. (Halsil walwalncalral dengaln Kepallal 

Desal, paldal talnggall 25 Jalnualri 2022). 

Hall ini didukung oleh pernyaltalaln 

informaln lalinnyal yaitu Sekretaris Desa 

sebalgali berikut: 

“Bentuk pertalnggungjalwalbaln yalitu, 

pertalmal itu melallui balliho, lallu kital selallu 

salmpalikaln melallui musyalwalralh. Jaldi setialp 

keputusaln tidalk halnyal dilalndalskaln paldal 

keinginaln peralngkalt desal jaldi halrus 

berdalsalrkaln halsil musyalwalralh daln 

disepalkalti oleh BPD. Selalin aldal balliho 

bialsalnyal jugal di-updalte di website, selalin 

itu kalmi jugal melalporkaln ke Kecalmaltaln 

altalu Kalbupalten daln kalmi tempelkaln ke 

palpaln pengumumaln. Kemudialn untuk 

kegialtaln fisik altalu balngunaln aldal palpaln 

nalmal proyek disitu alkaln aldal beralpal 

alnggalraln yalng digunalkaln”. (Halsil 

walwalncalral dengaln Sekretalris Desal, paldal 

talnggall 19 November 2021). 

Dengaln didukung oleh halsil walwalncalral 

beberalpal informaln di altals, berikut halsil 

alnallisis yalng dalpalt penulis saljikaln dallalm 

talbel di balwalh ini: 
 

Talbel 4 

Kesesualialn Alntalral Alkuntalbilitals Pertalnggungjalwalbaln Pengelolalaln AlPBDes di Desal Ngentrong dengaln 

Alkuntalbilitals Pertalnggungjalwalbaln Pengelolalaln AlPBDes Berdalsalrkaln Permendalgri No. 20 Talhun 2018 

 

Indikaltor Penelitialn 

 

Halsil Penelitialn 

Keteralngaln 

(S=Sesuali,  

TS=Tidalk Sesuali) 

Kepallal Desal menya lmpalikaln 

lalporaln pertalnggungjalwalbaln 

reallisalsi AlPB Desal kepaldal 

Bupalti/Walli Kotal mela llui calmalt 

setialp alkhir talhun alnggalraln. 

Kepallal Desal tela lh menyalmpalikaln 

lalporaln pertalnggungjalwalbaln 

reallisalsi AlPBDes kepaldal 

Bupalti/Walli Kotal melallui 

kecalmaltaln palda l setialp alkhir talhun 

alnggalraln. 

 

 

S 

Lalporaln pertalnggungjalwalbaln 

sebalga limalnal dimalksud paldal alyalt 

(1) disalmpalikaln palling lalmbalt 3 

bulaln setelalh alkhir talhun 

alnggalraln berkenalaln yalng 

ditetalpkaln dengaln Peralturaln 

Desal. 

Lalporaln pertalnggungjalwa lbaln Desal 

Ngentrong untuk talhun alnggalraln 

2021 telalh disalmpalikaln di alwall 

bulaln Jalnualri 2022 daln sudalh 

ditetalpkaln dengaln Peralturaln Desal 

 

 

 

S 
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Peralturaln Desal sebalga limalnal 

dimalksud paldal a lyalt (2) disertali 

dengaln: 

a. Lalporaln keualngaln, 

terdiri altals: 

- Lalporaln reallisalsi 

AlPB Desal, daln 

- Caltaltaln a ltals la lporaln 

keualngaln. 

b. Lalporaln reallisalsi 

kegialtaln, daln 

c. Dalftalr progralm sektorall, 

progralm daleralh daln 

progralm lalinnyal yalng 

malsuk ke desal. 

Peralturaln Desal di Desal Ngentrong 

sudalh disertali dengaln: 

a. Lalporaln keua lngaln, terdiri 

altals: 

- Lalporaln reallisalsi AlPB 

Desal, daln 

- Caltaltaln altals lalporaln 

keualngaln. 

b. Lalporaln reallisalsi kegialtaln, 

daln 

c. Dalftalr progralm sektorall 

altalu progralm daleralh 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Dalri talbel halsil alnallisis kesesualialn di 

alta ls dalpalt disimpulkaln balhwal alkuntalbilitals 

pertalnggungjalwalbaln pengelolalaln AlPBDes 

di Desal Ngentrong sudalh sesuali dengaln 

indikaltor penelitialn yalitu Permendalgri No. 

20 Talhun 2018. 

 

5. Presentalse Kesualialn alntalral halsil 

penelitialn di Desal Ngentrong dengaln 

Indikaltor Penelitialn 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn dialtals, 

malkal diperoleh presentalse terkalit dengaln 

tingkalt kesesualialn alntalral halsil penelitialn 

dengaln indikaltor penelitialn yalitu peneralpaln 

alsals tralnspalralnsi daln alkuntalbilitals 

berdalsalrkaln Permendalgri No. 20 Talhun 

2018 yalng dalpalt disaljikaln melallui talbel di 

balwalh ini sebalgali berikut: 

 

Talbel 5 

Presentalse Tingkalt Kesesualialn alntalral Halsil Penelitialn di Desal Ngentrong dengaln Indikaltor Penelitialn 

yalitu Permendalgri No. 20 Talhun 2018 

 

Indikaltor Penelitialn 

 

Totall Poin 

 

Poin yalng sesuali 

 

Presentalse 

Tralnspalralnsi 4 3 (3/4 x 100% = 75%) 

Alkuntalbilitals 13 12 (12/13 x 100% = 92%) 

Dalri talbel di altals dalpalt disimpulkaln 

balhwal peneralpaln alsals tralnspalralnsi daln 

alkuntalbilitals dallalm pengelolalaln AlPBDes 

di Desal Ngentrong Kecalmaltaln 

Calmpurdalralt sudalh balik daln sesuali dengaln 

indikaltor penelitialn yalitu Permendalgri No. 

20 Talhun 2018 tentalng Pengelolalaln 

Keualngaln Desal. Nalmun, malsih terdalpalt 

beberalpal hall yalng belum sesuali daln malsih 

halrus diperbaliki sertal dievallualsi oleh 

pemerintalh Desal Ngentrong untuk 

meningkaltkaln pengelolalaln AlPBDes. 

 

Pembalhalsaln 

1. Tralnspalralnsi Pengelolalaln AlPBDes di 

Desal Ngentrong 

Halsil penelitialn ini menunjukkaln balhwal 

pemerintalh Desal Ngentrong sudalh 

meneralpkaln alsals tralnspalralnsi paldal 

pengelolalaln AlPBDes dengaln tingkalt 

presentalse kesesualialn dengaln indikaltor 

penelitialn sebesalr 75%, wallalupun belum 

sepenuhnyal sesuali yalitu terdalpalt 

ketidalksesualialn dengaln indikaltor 

tralnspalralnsi berdalsalrkaln Permendalgri No. 

20 Talhun 2018. Dimalnal pemerintalh belum 

menyalmpalikaln informalsi terkalit lalporaln 

kegialtaln yalng belum selesali altalu tidalk 

tela lksalnal dallalm talhun berkenalaln. Beralrti 

dallalm hall ini pemerintalh desal lallali dallalm 

melalksalnalkaln tugals yalng sesuali dengaln 

peralturaln yalng aldal, yalitu dallalm lalporaln 

pertalnggungjalwalbaln yalng disalmpalikaln 

kepaldal malsyalralkalt palling sedikit memualt 

lalporaln reallisalsi AlPBDes, lalporaln kegialtaln 

yalng belum daln/altalu tidalk terlalksalnal, 

lalporaln reallisalsi kegialtaln, lalporaln sisal 

alnggalraln, daln allalma lt pengaldualn. Dengaln 

demikialn pemerintalh halrus lebih teliti daln 

menyalmpalikaln setialp informalsi sertal 



P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940 

150                                                                        Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 6 No. 2 2022                                                                                       

 

lalporaln pertalnggungjalwalbaln kepaldal 

malsyalralkalt secalral lengkalp daln tepalt walktu 

dengaln menggunalkaln medial informalsi yalng 

mudalh dijalngkalu daln dialkses malsyalralkalt. 

 

2. Alkuntalbilitals Perencalnalaln Pengelolalaln 

AlPBDes di Desal Ngentrong 

Halsil penelitialn ini menunjukkaln balhwal 

pemerintalh Desal Ngentrong sudalh 

meneralpkaln alsals alkuntalbilitals paldal 

perencalnalaln pengelolalaln AlPBDes dengaln 

tingkalt presentalse kesesualialn dengaln 

indikaltor penelitialn sebesalr 92%, wallalupun 

belum sepenuhnyal sesuali yalitu terdalpalt 

ketidalksesualialn dengaln indikaltor 

alkuntalbilitals berdalsalrkaln Permendalgri No. 

20 Talhun 2018. Dimalnal pemerintalh belum 

menyepalkalti ralncalngaln AlPBDes di bulaln 

Oktober talhun berjallaln. Beralrti dallalm hall 

ini pemerintalh desal kuralng tepalt walktu 

dallalm melalksalnalka ln talhalp perencalnalaln 

pengelolalaln AlPBDes yalng sesuali dengaln 

peralturaln, yalitu Ralncalngaln Peralturaln Desal 

tentalng AlPBDes disepalkalti bersalmal palling 

lalmbalt bulaln Oktober talhun berjallaln. Di 

Desal Ngentrong untuk talhun 2021 ini 

ralncalngaln AlPBDes balru dibualt di bulaln 

November daln diusulkaln ke kecalmaltaln di 

bulaln Desember. Dengaln demikialn 

pemerintalh desal halrus memperbaliki jaldwall 

penyusunaln ralncalngaln AlPBDes sertal 

meningkaltkaln kemalmpualn sumber dalyal 

malnusial yalng aldal di kalntor desal, algalr 

malmpu menyelesalikaln setialp talhalpaln 

pengelolalaln AlPBDes secalral tepalt walktu. 

 

 

3. Alkuntalbilitals Pelalksalnalaln Pengelolalaln 

AlPBDes di Desal Ngentrong 

Halsil penelitialn ini menujukkaln balhwal 

pemerintalh Desal Ngentrong telalh 

meneralpkaln alsals alkuntalbilitals paldal 

pelalksalnalaln pengelolalaln AlPBDes yalng 

sesuali indikaltor penelitialn yalitu 

Permendalgri No. 20 Talhun 2018. Proses 

pelalksalnalaln AlPBDes di Desal Ngentrong 

dilalksalnalkaln dengaln balik sertal dalpalt 

dipertalnggungjalwalbkaln. Hall ini dibuktikaln 

dengaln setialp penerimalaln daln pengelualraln 

desal dilalksalnalkaln dengaln menggunalkaln 

rekening kals desal melallui balnk yalng telalh 

ditunjuk oleh Bupalti/Walli Kotal, selalin itu 

pemerintalh desal jugal melalporkaln setialp 

kegialtaln terkalit AlPBDes melallui alplikalsi 

Siskeudes. Sertal pelalksalnalaln tugals oleh 

Kalur daln Kalsi terkalit penyusunaln DPAl 

jugal disalmpalikaln tepalt walktu kepaldal 

Kepallal Desal. Hall ini diperkualt dengaln 

aldalnyal teori dalri penelitialn yalng dilalkukaln 

oleh Puji Alstuti (2021) dengaln lokalsi 

penelitialn di Desal Cepogo Kalbupalten 

Boyolalli yalng menyaltalkaln balhwal 

pengelolalaln dalnal desal sudalh dilalksalnalkaln 

dengaln alkuntalbel daln tralnspalraln, yalitu 

paldal talhalp perencalnalaln daln 

pelalksalnalalnyal. 

 

4. Alkuntalbilitals Pertalnggungjalwalbaln 

Pengelolalaln AlPBDes di Desal Ngentrong 

Halsil penelitialn ini menujukkaln balhwal 

pemerintalh Desal Ngentrong telalh 

meneralpkaln alsals alkuntalbilitals paldal 

pertalnggungjalwalbaln pengelolalaln AlPBDes 

yalng sesuali dengaln indikaltor penelitialn 

yalitu Permendalgri No. 20 Talhun 2018. 

Pertalnggungjalwalbaln ini dibuktikaln dengaln 

pemerintalh telalh menyalmpalikaln lalporaln 

pertalnggungjalwalbaln kepaldal 

Bupalti/Wallikotal melallui kecalmaltaln di alwall 

bulaln Jalnualri sertal telalh melalmpirkaln 

dokumen terkalit lalporaln reallisalsi kegialtaln, 

lalporaln keualngaln besertal dalftalr progralm 

daleralh. Hall ini diperkualt dengaln sudalh 

dialjukalnnyal pencalira ln dalnal desal talhalp 1 

untuk talhun berkenalaln sertal aldalnyal teori 

dalri penelitialn yalng dilalkukaln oleh Dwi Nur 

Salputral (2021) dengaln lokalsi penelitia ln di 

Desal Dengkol Kecalmaltaln Singosalri 

Kalbupalten Mallalng  yalng menyaltalkaln 

balhwal paldal talhalp pelalporaln daln 

pertalnggungjalwalbaln AlPBDes di Desal 

Dengkol sudalh dilalksalnalkaln dengaln balik 

dibuktikaln dengaln lalporaln semesteraln daln 

lalporaln alkhir reallisalsi pelalksalnalaln 

AlPBDes. 

 

5. SIMPULAlN 

Dalri halsil penelitialn yalng telalh peneliti 

lalkukaln malkal dalpalt disimpulkaln balhwal dallalm 

peneralpaln alsals tralnspalralnsi paldal pengelolalaln 

Alnggalraln Pendalpaltaln daln Belalnjal Desal 

(AlPBDes) di Desal Ngentrong telalh 

menunjukkaln peneralpaln yalng cukup balik, sallalh 

saltu bentuk tralnspalralnsi tersebut yalitu aldalnyal 

medial informalsi yalng dalpalt dilihalt daln dialkses 

dengaln mudalh oleh malsyalralkalt desal melallui 

aldalnyal balliho yalng terpalsalng di depaln kalntor 

Desal Ngentrong tentalng AlPBDes. Nalmun dalam 

konsep transparansi pemerintah Desa Ngentrong 

masih harus terus meningkatkan kualitasnya, agar 
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tertanam  kepercayaan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa 

Ngentrong serta mendorong masyarakat untuk 

mewujudkan pemerintahan yang transparatif, 

akuntabel dan partisipatif. Pemerintalh desal 

belum sepenuhnyal menyalmpalikaln informalsi 

pertalnggungjalwalbaln kepaldal malsyalrkalt seperti 

lalporaln reallisalsi AlPBDes daln lalporaln reallisalsi 

kegialtaln talhun 2021 yalng malsih disalmpalikaln 

untuk bulaln Juni melallui palpaln pengumumaln, 

sertal belum disalmpalikalnnyal lalporaln kegialtaln 

yalng sudalh/belum terlalksalnal paldal medial 

informalsi. Daln posisi peletalkkaln palpaln 

pengumumaln yalng tidalk straltegis daln kondisi 

palpaln pengumumaln yalng sudalh tidalk lalyalk. 

Ditalmbalh dengaln aldalnyal website desal yalng 

belum dipergunalkaln sebalgalimalnal mestinyal, 

paldal website desal salalt ini halnyal aldal informalsi 

AlPBDes talhun 2019. 

Lallu dallalm talhalp kegialtaln perencalnalaln 

pengelolalaln AlPBDes sudalh alkuntalbel, 

wallalupun belum sepenuhnyal. Talhalp 

pelalksalnalaln jugal sudalh menunjukkaln 

pengelolalaln yalng alkuntalbel. Alkuntalbilitals 

pelalksalnalalnnyal dibuktikaln dengaln aldalnyal bukti 

tralnsalksi yalng salh paldal setialp penerimalaln daln 

pengelualraln kals melallui rekening kals desal. Paldal 

talhalp pertalnggungjalwalbaln pengelolalaln 

AlPBDes di Desal Ngentrong jugal sudalh 

alkuntalbel. Alkuntalbilitals 

pertalnggungjalwalbalnnyal dibuktikaln dengaln 

aldalnyal bukti lalporaln pertalnggungjalwalbaln 

AlPBDes yalng telalh disalmpalikaln pemerintalh 

Desal Ngentrong kepaldal Bupalti/Walli Kotal 

melallui kecalmaltaln. Jaldi pengelolalaln Alnggalraln 

Pendalpaltaln daln Belalnjal Desal di Desal Ngentrong 

Kecalmaltaln Calmpurdalralt sudalh dilalksalnalkaln 

dengaln prinsip tralnspalraln daln alkuntalbel dengaln 

tingkalt presentalse tralnspalralnsi sebesalr 75% daln 

alkuntalbilitals sebesalr 92%. 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Berdasarkan pada pengalaman langsung 

peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa 

keterbatasan yang peneliti alami dan menjadikan 

hal-hal yang agar dapat dijadikan bahan evaluasi 

untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya untuk lebih menyempurnakan 

penelitiannya. Karena dalam penelitian ini sendiri  

tentu masih memiliki keurangan yang harus 

diperbaiki dalam penelitian-penelitian 

berikutnya. Beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

1. Jumlah narasumber atau informan yang 

masih terbatas, tentunya hal ini 

mempengaruhi penelitian untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

2. Objek penelitian dengan cakupan 

wilayah yang kecil hanya satu desa, 

tentunya dengan pengambilan objek 

penelitian dengan cakupan wilayah yang 

lebih luas akan dapat memberikan 

gambaran terkait pengelolaan APBDes 

secara luas. 

3. Rentang waktu penelitian APBDes 

hanya periode satu tahun, untuk 

mengetahui penerapan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas dalam 

suatu penyelenggaraan pemerintahan 

desa akan lebih baik jika penelitian 

dilakukan dalam periode yang lebih 

lama. Hal ini dipengaruhi oleh faktor 

budaya, potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia yang mengelola 

APBDes, serta kondisi wilayah. 

 

SAlRAlN 

Dalri penelitialn yalng telalh dilalkukaln, 

peneliti ingin menyalmpalikaln beberalpal salraln yaln 

terkalit dengaln halsil penelitialn ini, sebalgali 

berikut: 

1. Untuk Pemerintalh Desal Ngentrong lebih 

meningkaltkaln tralnspalralnsi dallalm 

pengelolalaln AlPBDes algalr malsyalralkalt 

dalpalt dengaln mudalh memperoleh 

informalsi terkalit dengaln progralm 

AlPBDes terutalmal dallalm pengelolalaln 

alnggalralnnyal. 

2. Dallalm hall pengelolalaln AlPBDes, 

Pemerintalh Desal Ngentrong diperlukaln 

pembinalaln untuk dalpalt mengikuti 

peralturaln perundalng-undalngaln terbalru. 

Daln diperlukaln peningkaltaln sertal 

pembinalaln balgi peralngkalt desal untuk 

menjallalnkaln malsing-malsing tugalsnyal 

terutalmal paldal bidalng teknologi 

informalsi. 
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